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Abstrak
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berlaku pada tahun 2014, namun sam-
pai saat ini masih banyak pemberi kerja dan pekerja yang kurang paham dengan 
program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan penerapannya masih belum di-
kategorikan optimal. Hal yang menarik dianalisis adalah Pertama, bentuk perlindun-
gan pekerja dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kedua, persoa-
lan dalam penerapannya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta dianalisis 
secara normatif kualitatif. Dalam tulisan ini diketahui terdapat perubahan dari pro-
gram Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ke BPJS kesehatan yang berimplikasi 
penerapan jaminan dan pelayanan kesehatan bagi pekerja. BPJS membuat prose-
dur yang dapat meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap pelayanan 
kesehatan secara berjenjang dari fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) tingkat 
pertama ke  tingkat lanjut. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa persoalan 
hukum dalam penerapan program JKN meliputi persoalan dari aspek kepesertaan, 
penggunaan kartu kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan.

Abstract
Social Security Administrative Bodies (referred as BPJS) established in 2014, but until 
now there are still many employers and workers who are not aware of the programs 
held by BPJS Kesehatan, moreover the implementation was still not optimal. The 
problems studied were first, the form of worker protection in the National Health 
Insurance program and second, legal issues in its implementation. This manuscript 
used Normative Juridical research with statute approach, analytical approach and 
qualitative analysis method. In this manuscript, it known that there is a change from 
the Workers’ Social Security program to BPJS Kesehatan which has implications for the 
implementation of health insurance and services for workers. After the enactment of 
the BPJS Law, there are protection scheme for health insurance for both formal and 
informal workers. In addition, the BPJS provides a mechanism that can increase the 
affordability of workers to tiered health services from the first level to the advanced 
level. Meanwhile, there are several obstacles in the implementation of the Social Se-
curity program which include constraints on the aspects of participation, use of health 
cards and health service guarantees.
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1. Pendahuluan
Pembangunan kesehatan sebagai sa-

lah satu tujuan pembangunan nasional di-
arahkan pada upaya perwujudan pola hidup 
sehat bagi setiap orang dan pencapaian de-
rajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Dalam kaitan ini, ruang lingkup 
pembangunan nasional di bidang kesehatan 
sangat luas, maka pelaksanaannya harus se-
cara terencana, menyeluruh, bertahap dan 
berlanjut. (Hartini et al., 2012) Atas dasar itu, 
pembangunan kesehatan dalam sistem kes-
ehatan dilaksanakan melalui berbagai upaya 
kesehatan melalui pelayanan pada fasilitas 
pelayanan kesehatan (fasyankes), baik yang 
dilakukan secara tradisional maupun mo-
dern. (Agustina, 2016)

Dengan adanya kewajiban dan tang-
gungjawab pemerintah dalam pemenuhan 
hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang No-
mor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 
Kesehatan), maka Pemerintah diberikan ke-
wenangan merencanakan, mengatur, peny-
elenggarakan, membina dan mengawasi pe-
nyelenggaraan upaya kesehatan yang merata 
dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu 
upaya kesehatan yang diberlakukan ada-
lah upaya kesehatan perorangan (UKP) da-
lam rangka memelihara dan meningkatkan 
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 
penyakit serta memulihkan kesehatan pero-
rangan. UKP mencakup upaya-upaya pro-
mosi kesehatan, pencegahan penyakit, pen-
gobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, 
pembatasan dan pemulihan kecacatan yang 
ditujukan terhadap perorangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (UU SJSN) dan UU BPJS, maka pe-
merintah diberikan tanggungjawab mengurus 
jaminan sosial masyarakat melalui pemben-
tukan BPJS sebagai lembaga penyelenggara 
SJSN. Salah satu perannya adalah membe-
rikan pemenuhan hak kesehatan kepada 
pekerja sebagai bagian dari UKP yang terin-
tegrasi dengan skema pembayaran asuransi 
yang difasilitasi oleh BPJS. Faktualnya, setelah 
dibentuknya BPJS Kesehatan terjadi sejumlah 

masalah di berbagai daerah, yaitu masih ba-
nyak kalangan yang kurang paham dengan 
program yang diselenggarakan BPJS Keseha-
tan yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasio-
nal (JKN).(Kesehatan, 2017)

Mencermati kondisi yang ada dalam 
penerapan program BPJS, maka peran pe-
merintah menjadi sentral untuk memberikan 
perlindungan hukum. Dalam kaitan ini, pe-
kerja sebagai subyek pelayanan kesehatan 
adalah salah satu kelompok yang terkena 
langsung dengan dibentuknya BPJS Kese-
hatan. Sebelum adanya BPJS Kesehatan, ja-
minan pemeliharaan kesehatan merupakan 
tanggungjawab perusahan yang dibayarkan 
melalui premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
Adapun dengan adanya BPJS Kesehatan, ter-
dapat iuran bagi Peserta Pekerja Penerima 
Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan 
Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji 
atau Upah per bulan dengan ketentuan 4% 
(empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja 
dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 
Skema jaminan kesehatan BPJS merupakan 
bagian yang terintegrasi dengan fungsi pela-
yanan kesehatan, namun persoalan perlin-
dungan hukum merupakan bagian dari ke-
wajiban pemerintah untuk memberikan alas 
hak yang proporsional bagi pekerja sebagai 
subyek hukum, termasuk didalamnya adalah 
persoalan bentuk pengawasan, pembinaan 
dan penerapan sanksi dalam rangka peme-
nuhan hak pekerja atas jaminan kesehatan.

Berdasarkan hal diatas, maka diru-
muskan persoalan berupa Pertama, bentuk 
perlindungan pekerja dengan kebijakan pe-
merintah dalam program BPJS Kesehatan se-
telah berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan So-
sial; dan Kedua, persoalan dalam penerapan 
perlindungan hukum dan pemenuhan hak 
pekerja pada penyelengaraan program BPJS 
kesehatan.

2. Metode Penelitian
Tulisan hukum ini menggunakan jenis 

penelitian yuridis normatif dengan pendeka-
tan perundang-undangan dan pendekatan 
analisis. Untuk dapat mengkorelasikan nor-
ma dan kebijakannya, maka penulis men-
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gidentifikasi sumber bahan hukum terkait 
penerapan perlindungan pekerja dengan 
kebijakan pemerintah dalam program BPJS 
Kesehatan. Kemudian dilakukan analisis se-
cara normatif kualitatif dengan menggunakan 
logika deduktif agar selaras antara norma, 
teori, doktrin serta penerapannya. Untuk 
menemukan makna hukumnya digunakan 
beberapa model interpretasi, baik secara gra-
matikal maupun sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Pekerja Dengan Kebijakan 
Pemerintah Dalam Program BPJS Kesehat-
an Setelah Berlakunya UU BPJS

Indonesia sebagai negara hukum ten-
tu mengatur segala sesuatu dengan berlan-
daskan hukum, tidak terkecuali pengaturan 
mengenai ketenagakerjaan. Pembangunan 
ketenagakerjaan mempunyai banyak di-
mensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak 
hanya dengan kepentingan tenaga kerja se-
lama, sebelum, dan sesudah masa kerja teta-
pi juga keterkaitan kepentingan pengusaha, 
pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu di-
perlukan pengaturan yang komprehensif. 
(Darma, 2017) Terkait dengan pembangunan 
ketenagakerjaan, maka upaya pengikatannya 
dilakukan melalui hubungan industrial seba-
gai sistem hubungan yang terbentuk diantara 
para pihak dalam suatu proses produksi dan/
atau jasa (pekerja/buruh, pengusaha, pe-
merintah) yang berlandaskan asas-asas atau 
nilai-nilai tertentu.(Zulkarnaen, 2018)inclu-
ding economical stability, the achievement of 
nationally economical stability, determined 
by the stability in the sector of production 
of goods and services, or its stability in the 
sector of production of goods and services 
is the supporting factor to the dominant of 
national development programs especially 
economic development program. One of the 
requirements to achieve stability in the sec-
toral production of goods and services is the 
condition of harmonious industrial relations 
based on Pancasila in the form of peaceful 
in working situation or industrial peace, is a 
dynamic condition in working, where there 
3 (three Masuknya unsur pemerintah dalam 
hubungan industrial menandakan bahwa pe-

merintah memiliki fungsi atau peranan dalam 
mengatur mengenai ketenagakerjaan. Me-
nurut Abdul Khakim (2014) sesuai dengan 
perannya dalam hubungan industrial, peme-
rintah memiliki fungsi untuk menetapkan ke-
bijakan, memberikan pelayanan, melaksana-
kan pengawasan dan melakukan penindakan 
terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan, maka pemerin-
tah melalui sebuah kebijakan dalam bentuk 
undang-undang, mengatur mengenai jami-
nan sosial yang menjadi hak bagi tenaga kerja 
untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja 
itu sendiri beserta keluarganya.

Seiring berkembangnya dunia perin-
dustrian di Indonesia, maka kebijakan yang 
mengatur mengenai jaminan sosial bagi te-
naga kerja pun semakin berkembang. Dimu-
lai sejak tahun 1992, jaminan sosial tenaga 
kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja yang penyelenggaraannya didasarkan 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
1995 tentang Penetapan Badan Penyeleng-
gara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
yang menetapkan bahwa penyelenggaraan 
jaminan sosial bagi tenaga kerja dilaksanakan 
oleh PT Jamsostek (Persero). Program Jamsos-
tek memberikan perlindungan dasar untuk 
memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga 
kerja dan keluarganya, dengan memberikan 
kepastian berlangsungnya arus penerimaan 
penghasilan keluarga sebagai pengganti se-
bagian atau seluruh penghasilan yang hilang 
akibat risiko sosial. PT Jamsostek menyeleng-
garakan program jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan kematian, jaminan hari tua dan ja-
minan pemeliharaan kesehatan yang dipe-
runtukkan bagi tenaga kerja. 

Program-program yang diselenggara-
kan oleh PT Jamsostek ini hanya diperun-
tukkan bagi tenaga kerja formal yang bekerja 
pada pemberi kerja, sehingga pendaftaran 
hanya dapat dilakukan oleh pemberi kerja, 
padahal tenaga kerja dalam sektor informal 
jauh lebih besar dibanding tenaga kerja da-
lam sektor formal. Hal ini menyebabkan Un-
dang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja baru efektif bagi 
tenaga kerja yang bekerja di dalam hubun-
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gan kerja, sedangkan pekerja informal den-
gan jumlah yang lebih besar belum terlindun-
gi.(Adillah & Anik, 2015) 

Pada tanggal 25 Maret 2003 pemerin-
tah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
mengatur mengenai segala aspek dalam kete-
nagakerjaan. Dalam penjelasan umum alinea 
II UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus diatur 
sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak 
dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga 
kerja dan pekerja/buruh serta saat bersamaan 
dapat mewujudkan kondisi yang kondusif 
bagi pengembangan dunia usaha. Berdas-
arkan penjelasan ini maka pengembangan 
dalam bidang ketenagakerjaan haruslah di-
laksanakan guna kepentingan kesejahteraan 
tenaga kerja beserta keluarganya. 

Pada akhir tahun 2004, pemerintah 
menerbitkan UU SJSN. Undang-undang ini 
berhubungan dengan amandemen UUD NRI 
Tahun 1945 yang termaktub dalam Pasal 5 

ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat 
(2) yang mengamanatkan untuk mengem-
bangkan sistem jaminan sosial nasional. Pasal 
utama yang menitikberatkan agar dikem-
bangkannya sistem jaminan sosial nasional 
adalah Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “seti-
ap orang berhak atas jaminan sosial yang me-
mungkinkan pengembangan dirinya secara 
utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan 
Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “negara men-
gembangkan sistem jaminan sosial bagi selu-
ruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan.” Dikembangkannya 
pola jaminan kesehatan diharapkan dapat 
menjangkau seluruh tenaga kerja yang tidak 
hanya dalam sektor formal saja. 

Dengan ditetapkannya UU BPJS, maka 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ten-
tang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan 
dicabut dan tidak berlaku lagi. Kedua un-
dang-undang ini sama-sama mengatur men-
genai jaminan sosial bagi tenaga kerja, tetapi 

Tabel 1. Perbedaan antara JAMSOSTEK dan BPJS Keteagakerjaan

No JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten-
tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2 BUMN Badan Hukum Publik
3 Program:

1.Jaminan Kecelakaan Kerja
2.Jaminan Kematian
3.Jaminan Hari Tua
4.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Program:
1.Jaminan Kecelakaan Kerja
2.Jaminan Kematian
3.Jaminan Hari Tua
4.Jaminan Pensiun
Pola pelayanan dilaksanakaan secara berjenjang

4 Kepesertaan:
1.Wajib untuk pekerja formal

Kepesertaan:
1.Wajib untuk seluruh pekerja 

a.Tenaga keja formal
b.Tenaga kerja asing
c.Tenaga kerja informal

2.PNS/TNI/POLRI untuk program jaminan pension
5 Keuangan:

1.Jaminan Hari Tua 
2.Non Jaminan Hari Tua

Keuangan:
1.Dana Jaminan Sosial (Per Program)
2.Aset BPJS

6 Pengawasan:
1.Kementrian BUMN

Pengawasan:
1.Otoritas Jasa Keuangan
2.Dewan Jaminan Sosial Nasional

Sumber : (Kesehatan, 2016) dimodifikasi penulis
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pada kenyatannya, banyak perbedaan yang 
mendasar dalam keduanya. Perbedaan-per-
bedaan tersebut adalah:

Berdasarkan tabel diatas, maka diketa-
hui bahwa pembentukan BPJS dalam rangka 
memperkuat pola pemberian jaminan kese-
hatan baik bagi pekerja formal maupun infor-
mal Dalam kaitan ini, setiap peserta berhak 
memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan 
yang bersifat pelayanan kesehatan peroran-
gan, mencakup pelayanan promotif, preven-
tif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelaya-
nan obat dan bahan medis habis pakai sesuai 
dengan kebutuhan medis yang diperlukan. 
(Suhartoyo, 2018) Selain itu, BPJS membe-
rikan mekanisme yang dapat meningkatkan 
keterjangkauan peserta pekerja terhadap fa-
syankes. Jangkauan fasyankes diperluas hing-
ga mampu melayani kalangan masyarakat 
menengah ke bawah dan tidak hanya kalan-
gan masyarakat menengah ke atas. Dengan 
demikian, BPJS dapat memenuhi asas pe-
merataan layanan kesehatan bagi masyara-
kat melalui ketersediaan sarana dan melalui 
partisipasi masyarakat. (Widada et al., 2017)
which is less than maximum because of seve-
ral obstacles in the fieid. This causes impact 
to the social community. The purpose of this 
study is to find out the role of the Social Se-
curity Agency (BPJS

Partisipasi masyarakat merupakan ba-
gian penting dalam mewujudkan kesehatan 
di lingkungan, keluarga dan dirinya dalam 
hal pembiayaan kesehatan. Jadi tanggung 
jawab pemenuhan kebutuhan hidup sehat 
juga menjadi tanggung jawab masyarakat. 
Atas dasar itu, pemerintah mengatur partisi-
pasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan 
seperti dirumuskan pada Pasal 9 sampai den-
gan Pasal 11 UU Kesehatan. 

Pada Pasal 9 disebutkan bahwa :
(1)Setiap orang berkewajiban ikut 

mewujudkan, mempertahankan, 
dan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi 
upaya kesehatan perseorangan, upaya 
kesehatan masyarakat, dan pembangunan 
berwawasan kesehatan. 

Adapun pada Pasal 10 UU Kesehatan 
merumuskan bahwa “Setiap orang berke-
wajiban menghormati hak orang lain dalam 
upaya memperoleh lingkungan yang sehat, 
baik fisik, biologi, maupun sosial”. Sedang-
kan pada Pasal 11 mengatur bahwa, “Setiap 
orang berkewajiban berperilaku hidup sehat 
untuk mewujudkan, mempertahankan, dan 
memajukan kesehatan yang setinggi-ting-
ginya”. Selanjutnya pada Pasal 12 disebutkan 
bahwa, ”Setiap orang berkewajiban menja-
ga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi 
orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”. 
Kewajiban masyarakat yang secara khusus 
terkait dengan program JKN diatur pada Pasal 
13, yang menyebutkan bahwa: 
(1) Setiap orang berkewajiban turut serta 

dalam program jaminan kesehatan sosial.
(2) Program jaminan kesehatan sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Untuk merealisasikan partisipasi ma-
syarakat, maka pemerintah diwajibkan un-
tuk memberikan perlindungan hukum, agar 
terdapat sinergisme hubungan antara renca-
na, tujuan dan partisipasi masyarakat dalam 
pemenuhan hak kesehatan, khususnya bagi 
pekerja. Bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan pemerintah berupa pemberian ke-
wenangan ke BPJS untuk mengenakan sanksi 
administratif kepada Peserta atau Pemberi 
Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. 
Hal ini tertera dalam Pasal 17 bahwa pem-
beri kerja yang tidak melaksanakan ketentu-
an berupa pendaftaran pekerja akan dikenai 
sanksi administratif. Sanksi administratif da-
pat berupa :

a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik 

tertentu.
Terhadap sanksi teguran dan denda 

dilakukan oleh BPJS, namun untuk pen-
genaan sanksi tidak mendapat pelayanan 
publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah/
Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS. 
Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan 
publik tertentu dilakukan oleh unit pelaya-
nan publik pada instansi Pemerintah/Peme-
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rintah Daerah. Dalam kaitan ini, Pemerintah/
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan 
publik tertentu kepada : 
a.    Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Neg-

ara yang tidak mendaftarkan dirinya dan 
pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS 
secara bertahap sesuai dengan program 
jaminan sosial yang diikutinya, dan se-
tiap orang, selain pemberi kerja, Peker-
ja, dan penerima bantuan iuran yang 
mendaftarkan dirinya dan anggota kel-
uarganya sebagai peserta kepada BPJS, 
dilakukan dengan mempersyaratkan ke-
pada mereka untuk melengkapi iden-
titas kepesertaan jaminan sosial dalam 
mendapat pelayanan publik tertentu; 
dan

b.    Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Neg-
ara yang tidak memberikan data dirinya 
dan pekerjanya berikut anggota keluar-
ganya kepada BPJS secara lengkap dan 
benar, dan setiap orang, selain pemberi 
kerja, Pekerja, dan penerima bantuan 
iuran yang tidak memberikan data dirin-
ya dan anggota keluarganya secara leng-
kap dan benar kepada BPJS, dilakukan 
setelah mendapat surat permohonan 
pengenaan sanksi dari BPJS.(T Sudrajat, 
A A Nasihuddin, 2018)

 Sanksi tidak mendapat pelayanan 
publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi 
Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi : 
a.    perizinan terkait usaha;
b.    izin yang diperlukan dalam mengikuti 
tender proyek;
c.    izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
d.    izin perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh; atau
e.    Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

 Kemudian sanksi tidak mendapat 
pelayanan publik tertentu yang dikenai 
kepada setiap orang, selain pemberi kerja, 
Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang 
memenuhi persyaratan kepesertaan dalam 
program jaminan sosial meliputi: 
a.    Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b.    Surat Izin Mengemudi (SIM);
c.    sertifikat tanah;
d.    paspor; atau
e.    Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Bentuk perlindungan hukum terhadap 
jaminan kesehatan pekerja memiliki linieritas 
antara maksud dengan tujuan dibentuknya 
aturan. Dalam kaitan ini, suatu hukum hanya 
dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan 
baik apabila dalam masyarakat terdapat sua-
tu struktur yang memungkinkan bagi setiap 
anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-
cita hukum tersebut. (M.Husni, 2006)

Persoalan Penerapan Perlindungan Hukum 
dan Pemenuhan Hak Pekerja dalam Pro-
gram JKN

UU Kesehatan mengatur tentang struk-
tur masyarakat dan menegaskan bahwa seti-
ap orang mempunyai hak yang sama dalam 
memperoleh akses atas sumber daya di bi-
dang kesehatan dan memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjang-
kau. Menurut Komalawati (2002), Jenis pela-
yanan tersebut diselenggarakan berdasarkan 
pada asas-asas hukum yang berlaku yaitu : 
a. Asas Legalitas, asas ini pada dasarnya ter-

sirat di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) 
UU Kesehatan yang menyatakan bahwa: 
(1)  Tenaga kesehatan berwenang 

untuk menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan; 

(2)  Kewenangan untuk 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan bidang keahlian 
yang dimiliki; 

(3)  Dalam menyelenggarakan pelayan-
an kesehatan tenaga kesehatan wa-
jib memiliki izin dari pemerintah. 

Ketentuan yang mengatur dalam ayat 
(3) tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (3); 
Pasal 36; Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 
No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokte-
ran (UU Praktik Kedokteran). Dari ketentuan 
di atas dapat ditafsirkan bahwa, keseluruhan 
persyaratan tersebut merupakan landasan le-
galitasnya dokter dan dokter gigi dalam men-
jalankan pelayanan kesehatan. Artinya, “asas 
legalitas” dalam pelayanan kesehatan secara 
laten tersirat dalam UU Praktik Kedokteran. 
b. Asas Keseimbangan, kepentingan dalam 

pelayanan kesehatan harus dilaksanakan 
secara proporsional yang meliputi kepent-
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ingan individu dan kepentingan masyara-
kat, antara fisik dan mental, antara ma-
terial dan spiritual. Di dalam pelayanan 
kesehatan dapat pula diartikan sebagai 
keseimbangan antara tujuan dan sarana, 
antara sarana dan hasil, antara manfaat 
dan risiko yang ditimbulkan dari pelayan-
an kesehatan yang dilakukan. 

c.  Asas Tepat Waktu, dalam pelayanan ke-
sehatan dilakukan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan, berkorelasi dengan stan-
dar pelayanan dan akibat hukum yang 
timbul dari pelayanan kesehatan. 

d.  Asas Itikad Baik, asas ini berkorelasi den-
gan profesi tenaga Kesehatan dalam men-
jalankan tugas berbasis profesionalisme 
kerja. Pelaksanaan asas ini merefleksikan 
sikap dan penghormatan terhadap hak-
hak pasien melalui aktivitas medis beru-
pa pelaksanaan kewajiban pelayanan Ke-
sehatan yang patuh dan taat terhadap 
standar profesi. Kewajiban untuk berbuat 
baik ini tentunya bukan tanpa batas, kare-
na berbuat baik harus tidak boleh sampai 
menimbulkan kerugian pada diri sendiri 
maupun pihak lain. 

e. Asas Kejujuran merupakan elemen dasar 
untuk dapat menumbuhkan kepercayaan 
pasien terhadap tenaga kesehatan. Dalam 
pelaksanaannya, tenaga kesehatan berke-
wajiban untuk memberikan pelayanan ke-
sehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, 
yakni sesuai standar profesi dan menurut 
standar keilmuan yang lazim dipraktikan. 
Penggunaan berbagai sarana yang terse-
dia pada institusi pelayanan kesehatan, 
hanya dilakukan sesuai dengan kebutu-
han pasien yang bersangkutan. Asas keju-
juran merupakan dasar bagi terlaksananya 
penyampaian informasi yang benar, dan 
telah terkonfirmasi kepada pasien melalui 
media komunikasi yang efektif. Kejujuran 
dalam menyampaikan informasi dapat 
membantu tenaga kesehatan dalam men-
jalankan fungsinya serta dapat mereduk-
si pemikiran negative dari pasien maupun 
keluarganya Kebenaran informasi ber-
hubungan dengan hak setiap manusia un-
tuk mengetahui kebenaran. 

f. Asas Kehati-hatian, Profesi tenaga kese-
hatan sebagai tenaga profesional selalu di-

asosiasikan dengan ketelitian, kecermatan 
dalam menjalankan fungsi dan mampu 
bertanggungjawab terhadap pelayanan 
kesehatan yang diberikan kepada pasien. 
Asas kehati-hatian ini diaplikasikan den-
gan mematuhi standar profesi dan meng-
hormati hak pasien terutama hak atas 
informasi dan hak untuk memberikan 
persetujuan yang erat kaitannya dalam 
transaksi terapeutik. 

g.  Asas Keterbukaan, salah satu asas yang 
ditentukan dalam Pasal 2 UU Kesehat-
an adalah asas penghormatan terhadap 
hak dan kewajiban, yang secara tersir-
at di dalamnya terkandung asas keterbu-
kaan. Hal ini dapat diinterpretasikan dari 
Penjelasan Pasal 2 angka (9) yang berbu-
nyi ; “Asas penghormatan terhadap hak 
dan kewajiban berarti bahwa pembangu-
nan kesehatan dengan menghormati hak 
dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk 
kesamaan kedudukan hukum”. 
Pelayanan kesehatan yang berdaya guna 
dan berhasil guna hanya dapat tercapai 
bilamana ada keterbukaan dan kesamaan 
kedudukan dalam hukum antara dokter 
dan pasien dengan didasarkan pada si-
kap saling percaya. Sikap tersebut dapat 
tumbuh apabila dapat terjalin komuni-
kasi secara terbuka antara dokter dan 
pasien, dimana pasien dapat memperoleh 
penjelasan dari dokter dalam komunikasi 
yang transparan atau terbuka.

Asas merupakan dasar dalam pelak-
saan kegiatan, namun dalam realisasinya 
terdapat sejumlah persoalan yang masih di-
hadapi dalam merealisasikan Program JKN. 
Persoalan yang diinventaris penulis terhadap 
kondisi penerapan JKN terdapat pada aspek 
kepesertaan, penggunaan kartu kesehatan 
dan jaminan pelayanan.
1.  Dalam hal kepesertaan, Pihak BPJS men-

gakui bahwa sampai dengan tahun 2018 
masih banyak pemberi kerja yang belum 
mendaftarkan pekerjanya. BPJS menar-
getkan kepesertaan BPJS tahun 2018 se-
banyak 29,6 juta peserta aktif, tumbuh 
12,9% dari jumlah peserta aktif tahun 
2017 sebanyak 26,2 juta peserta. Direk-
tur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus 
Susanto mengatakan, dalam pelaksa-
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naannya ada beberapa tantangan yang 
dihadapi BPJS untuk menambah jumlah 
kepesertaan. Salah satunya mengenai 
faktor kemampuan keuangan masyara-
kat. Kendala ini dijadikan alasan utama 
masyarakat belum mau mendaftar men-
jadi peserta BPJS, terutama untuk sektor 
pekerja informal. Hal ini ditambahkan 
dengan persoalan lemahnya penga-
wasan dalam kepesertaan BPJS. Dirjen 
Pembinaan Pengawasan Ketenagaker-
jaan dan K3 Sugeng Priyanto mengung-
kapkan salah satu penyebabnya adalah 
rendahnya tenaga pengawas pekerja. 
Saat ini jumlah tenaga pengawas secara 
nasional hanya sekitar 1600 orang. Se-
dangkan objek yg diawasi, baik angka-
tan kerja dan perusahaan, jumlahnya 
sekitar 150 juta. Hal ini mengindikasikan 
lemahnya pengawasan dalam hal kepe-
sertaan yang berimbas tidak terpenuhin-
ya hak pekerja. (Kesehatan, 2017)

2. Kebijakan penggunaan kartu kesehatan, 
setidaknya sampai saat ini terdapat be-
berapa wujud fisik kartu yang berbeda, 
yakni kartu yang didominasi logo dan tu-
lisan BPJS Kesehatan serta JKN dan kartu 
yang didominasi tulisan Kartu Indonesia 
Sehat, disertai logo dan tulisan BPJS Ke-
sehatan dengan ukuran yang lebih kecil. 
“Dualisme” kartu kepesertaan BPJS Kes-
ehatan dapat memunculkan diskrimina-
si pelayanan. Pemegang Kartu Indone-
sia Sehat (KIS) pasti adalah warga miskin 
yang iuran kepesertaannya dibayar oleh 
pemerintah (penerima bantuan iuran/
PBI) yang dialokasikan dalam APBN.  
Tak heran bila saat ini masih dijumpai 
pekerja yang berobat menggunakan KIS, 
kartu BPJS Kesehatan, bahkan mungkin 
kartu Jamkesmas. 

3.  Kualitas pelayanan, kualitas dari suatu 
produk maupun jasa akan menentu-
kan kepuasan dari konsumennya. Kual-
itas merupakan suatu kondisi dinamis 
yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses, dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan. Kual-
itas yang dihasilkan suatu perusahaan 
sama dengan nilai (value) yang diberi-
kan dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup para pelanggan. Semakin tinggi 
nilai yang diberikan maka semakin besar 
pula kepuasaan pelanggan.(Putri & Kar-
tika, 2017). Tidak dapat dipungkiri bah-
wa selama ini pekerja masih menjump-
ai perlakuan yang berbeda peserta BPJS 
Kesehatan dengan pasien asuransi swas-
ta, apalagi pasien yang membayar tunai.
(Anggriani, 2016). Terkait kualitas pelay-
anan, terdapat pula persoalan hukum 
dalam penerapannya, Pertama, aktiva-
si kartu hanya dapat dilakukan setelah 
pendaftaran diterima dan diberlakukan 
bulan berikutnya, padahal sakit menim-
pa tanpa terduga dan tak mungkin bisa 
ditunda; Kedua, rujukan lembaga jasa 
kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan 
juga terbatas dan tidak fleksibel; Ketiga, 
rumitnya alur pelayanan BPJS Kesehatan 
karena menerapkan alur pelayanan ber-
jenjang; dan Keempat, banyak peser-
ta BPJS mengeluhkan pembayaran bi-
aya pengobatan yang tak ditanggung 
sepenuhnya oleh BPJS. 

Mencermati kondisi diatas, maka pene-
rapan perlindungan hukum terhadap jami-
nan kesehatan masih dianggap sebagai suatu 
pranata yang belum difungsikan secara op-
timal. Belum sinkronnya Norma (dalam hal 
pengawasan dan penegakan sanksi), Standar 
(sarana dan prasarana fasyankes), Prosedur 
(pelayanan kesehatan) dan Kriteria (dualisme 
kartu) dengan kebutuhan pekerja akan jami-
nan kesehatan telah menciptakan kesenjan-
gan yang berdampak tidak adilnya penera-
pan jaminan kesehatan bagi pekerja sebagai 
peserta BPJS Kesehatan. Rawls ( 1971) meny-
atakan bahwa Fairness atau kepatutan dalam 
konsepsi keadilan lebih dimaksudkan sebagai 
penekan asas resiporitas (saling menguntung-
kan), tetapi tidak dalam arti simple reciproci-
ty di mana distribusi kekayaan dilakukan tan-
pa melihat perbedaan-perbedaan objektif di 
antara anggota masyarakat. Keadilan dalam 
arti fairness tidak hanya memberikan peluang 
yang lebih banyak kepada orang-orang yang 
memiliki kemampuan yang lebih baik untuk 
menikmati pelbagai manfaat sosial, melain-
kan keuntungan tersebut sekaligus juga harus 
membuka peluang bagi mereka yang kurang 
beruntung (pekerja). 
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Bagaimanapun juga hakikat dan inti 
hukum adalah keadilan bagi banyak orang. 
Dalam konteks itulah, Satjipto Raharjo men-
gatakan bahwa “tidak ada undang-undang 
yang abadi, oleh karena undang-undang itu 
adalah perumusan yang pasti, sementara itu 
harus berhadapan dengan kehidupan yang 
selalu berubah. Undang-undang yang terpa-
tok pada rumusan kata-kata itu akan selalu 
tertinggal dari perubahan-perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat, yang justru harus 
dikontrol atau dikendalikan”. Inilah yang di 
sebut “ De wet hinkt achter de feiten aan”. 
(Suhardin, 2009)eventually justice is funda-
mental and realities of laws. Even frequent 
being said justice is its heart of law, therefore 
while in law enforcement justice be ignored, 
law becomes not wherewith. Justice institute 
as institute foremost and castled deep enfor-
cement episodic law functions as institute of 
place law to be kidded, commercialized and 
even commercial it’s called with jurisdiction 
mafia. That jurisdiction mafia takes shelter at 
turns back rule of law. To rule of law, justice 
and utility is sacrified. Apparatus enforcer law 
just focussed on legal security aspect without 
tries to respond society justice charge that 
wants that deep law enforcement to be done 
by that progressive ala close to justice point 
in society. It visually of justice verdict those 
are assessed soft especially in impacted cor-
ruption matter negative to realize it national 
aim which is society which fairs and affluent 
(Suhardin, 2009).

4. Simpulan
Pemerintah memiliki kewenangan da-

lam hal merencanakan, mengatur, penye-
lenggarakan, membina dan mengawasi pe-
nyelenggaraan upaya kesehatan yang merata 
dan terjangkau oleh masyarakat. Atas dasar 
itu, maka pemerintah berkewajiban untuk 
memberikan perlindungan hukum melalui 
pengaturan di beberapa peraturan meliputi 
UUD NRI Tahun 1945, UU SJSN, UU BPJS 
dan UU Kesehatan. Berdasar hal tersebut 
maka Pemberi kerja atau pengusaha wajib 
mendaftarkan jaminan sosial bagi pekerja-
nya sebagai bentuk perlindungan dan men-
jamin kesejahteraan pekerja. Pengusaha wa-
jib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam 

program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS 
Kesehatan. Apabila pengusaha tidak menja-
lankan kewajibannya untuk mendaftarkan 
pekerjanya sebagai peserta BPJS maka akan 
mendapat sanksi administratif berupa tegu-
ran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat 
pelayanan publik tertentu. Kondisi normatif 
ini mempermudah pemerintah dalam hal 
menjustifikasi tindakan hukum dalam rang-
ka pemenuhan hak pekerja dalam program 
JKN. Terlepas dari aspek norma yang diberla-
kukan, terdapat persoalan dalam penerapan 
program JKN yang teridentifikasi dari aspek 
aspek kepesertaan, penggunaan kartu kese-
hatan dan jaminan pelayanan. Hal ini berarti 
terdapat persoalan dalam pemenuhan aspek 
keadilan dalam program JKN. 

Adapun beberapa saran dari penulis 
berupa Pertama, pemberi jaminan kesehatan 
nasional adalah pemerintah selaku pemegang 
kewenangan. Kondisi ini memerlukan pola 
pemberian jaminan kesehatan yang terenca-
na, menyeluruh, bertahap dan berlanjut. Jika 
kesehatan dimaknai sebagai hak dasar, maka 
setiap pekerja tanpa perkecualian mendapat-
kan pemenuhan hak atas kesehatan. Upa-
ya yang seharusnya dilakukan pemerintah 
adalah membuat Norma, Standar, Prosedur 
dan Kriteria yang dapat memperkuat aspek 
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengem-
bangan Sumber Daya Manusia; dan Kedua, 
aspek kelembagaan dengan membuat lem-
baga pengawas pelaksana dan penegak sank-
si yang proporsional, aspek ketatalaksanaan 
dengan menciptakan penataan pelayanan 
kesehatan yang efektif dan efisien serta tan-
pa diskriminasi, dan aspek SDM dengan me-
nambah personil pengawas ketenagakerjaan 
dan melibatkan masyarakat dalam pengawa-
san pelayanan kesehatan bagi pekerja. Selain 
itu diperlukan koordinasi lintas sektor dengan 
pengusaha melalui APINDO untuk mengak-
selerasi keterlibatan pengusaha untuk men-
daftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan. 
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